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Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan 
hukum terhadap anaka sebagai kurir narkotika dengan study Putusan No. 
14/Pid.Sus Anak/PN. Dps untuk mengetahui  jenis sanksi pidana seperti apa yang 
dapat  dijatuhkan terhadap anak sebagai kurir narkotika menurut Undang-Undang 
Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan untuk mengetahui perlindungan 
hukum seperti apa yang dapat diterapkan pada anak sebagai kurir narkotika 
terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 
Anak. 
 





The purpose of this thesis is to determine the form of legal protection 
against anaka as drug couriers to study Verdict No. 14 / Pid.Sus Anak / PN . Dps 
to know the types of criminal sanctions such as what can be imposed on children 
as couriers of narcotics , according to Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 
tentang Narkotika     and to determine the legal protection such as what can be 
applied to children as couriers of narcotics against    Undang-Undang Nomor 11 










4. 1 Kesimpulan 
1.  Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009   tentang Narkotika, menjelaskan 
secara umum tentang sanksi pidana bagi perantara (kurir) narkotika akan tetapi 
tidak mengatur secara khusus mengenai sanksi pidana bagi anak yang menjadi 
kurir narkotika. Namun pada dasarnya pelaku peredaran narkotika yang 
menyangkut anak sebagai kurir narkotika tetap dijerat dengan pasal-pasal 
sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Narkotika tetapi dengan tidak 
mengesampingkan ketentuan khusus yang diatur dalam Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 
2. Perlindungan hukum bagi anak yang melanggar tindak pidana diharapkan 
mampu melindungi hak-hak anak. Keadilan Restoratif sebagai tujuan dalam 
melaksanakan  diversi  dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dimaksudkan 
mampu menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari 
stigma terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan si anak dapat 
kembali ke lingkungan sosialnya secara wajar. Karena kejahatan Narkotika 
adalah kejahatan tanpa korban, maka anak yang terlibat dalam kejahatan 
narkotika haruslah dianggap sebagai korban. 
                4.2 Saran 
1. Pidana penjara bukanlah solusi yang dapat menyelesaikan perkara terhadap 
anak yang bermasalah dengan hukum karena pidana penjara lebih membawa 
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pengaruh buruk terhadap psikologis, satus  sosial anak dan pengaruh buruk 
lainnya.  Peringatasn keras sampai sanksi sosial seperti pembinaan sosial, kerja 
sosial  dan sebagainya lebih baik diberlakukan bagi anak yang bermasalah 
dengan hukum karena sanksi tersebut lebih kepada membina  dan melindungi 
hak-hak anak. 
2. Diversi hanya dapat dilaksanakan untuk tindak tidana yang ancaman pidana 
penjaranya dibawah 7 (tujuh) tahun.  Proses diversi sudah semestinya tidak 
terkungkung pada batasan ancaman pidana penjara dibawah 7 (tujuh ) tahun. 
Karena pada  prinsipnya   sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Internasional, 
dimana diversi haruslah lebih mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak 
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